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ABSTRAK
Membangun Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) di Pemerintah Kota tidak semudah
membangun ICT di lingkungan PERBANKAN atau PERUSAHAAN. Lebih-lebih lagi bila di lingkungan
Informasinya, sedangkan beberapa vang lain belum punya. Banyak factor penyebab atau kendala-kendala di
dalam pembangun ICT di lingkungan pemerintah Daerah. Mulai dari komitmen Pimpinan Daerah dan pada
kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di Level operasinya.

Agar pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut terarah, terkoordinasi dan
terintegrasi dengan baik, maka dibutuhkan konsep yang jelas, yang lebih di kenal dengan master Plan atau
Road Map. Pembuatan Mater Plan Teknologi Informasi ini dinnlai dari Survey Exixting ICT, menjaring
kebutwhan dari tingkat pimpinan puncak sampai pada tingkat operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TKI) di seluruh Dinas/Bagian/Unit yang ada atau yang aka nada Sistem Telnologi Informasi dan
Komunikasinya.

Pemerintah kota Surabaya mempunyai pengalaman dalam membuat Master Plan Pengelolaan
Teknologi Informasi.

Makalah ini disampaikan dengan maksud berbagi pengalaman, karena masih banyak pemerintah
Provinsi maupun Kabupaten — Kota yang belum memiliki Master Plan Pengelolaan Teknologi Informasi dan
beberapa yang lain ada vang sudah memiliki. Sehingga bagi yang belum, dapat memberi masukan-masukan
untuk penyempurnaan.

LATAR BELAKANG

Kota Surabaya sebagai Kota Metropolitan dan terbesar setelah Jakarta. sebai Ibu Kota Provinsi Jawa
Timur dan penduduknya =+ 3 Juta Jiwa (pada siang hari) memerlukan dukungan Pemerintah Kota yang
memadai. Dukungan Pemerintah itu antara lain, pada sector — sector Pelayanan Publik, Intemal maupun
eksternal Pemerintah Kota, Utamanya di lingkungan Pemerintah Kota harus sudah siap terlebih dahulu. Misal
dari Dinas/Bagian yvang melayani masyarakat, Sistem nformasi Managemen untuk Tingkatan untuk Tingkatan
Managemen bawah sampai atas, yang keseluruhan itu pada Era saat ini harus di dukung dengan pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) vang memadai.

Kenyataan yang ada tidak senua Dinas/Bagian yang sudah memanfaatkan kemajuan ICT ini dengan
baik dikarenakan berbagai kendala dan alasan.

Kalaupun ada. hanya hanya beberapa Dinas/Bagian yang sudah membangun. sedang beberapa Dinas
yang lain ada yang jauh ketinggalan / masih menggunakan system kerja yang konvensional.

Jumlah kepadatan penduduk dan kompleksitas permasalahan kota serta jumkah karyawan pemerintah
kota yang berjumlah + 22.000 orang terbesar di beberapa lokasi memerupakan tentangan tersendiri dalam
membangun ICT.

Agar pembangunan ICT di lingkungan pemerintah Kota Surabaya ini terpadu dan terkoordinasi dengan
baik, sesuai dengan yang diinginkan stakeholder, maka pemerintah Kota Surabaya setempat harus memiliki




Blue Print atau Master Plan TI terlebih dahulu, sehingga pembangunan TI (walaupun secara terhadap) akan
terarah, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik.

PEMBUATAN MASTER PLAN
PENGELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SURABAYA

Pembuatan Master Plan i1 dilaksanakan dengan cara kerja sama dengan perguruan tinggi, sehingga
terjamin obyektifitas dan independensinya. Lama penyusunannya + 10 bulan.

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkup Pemerintah Kota Surabaya
dilakukan dengan tahap-thap sebagai berikut :

1. Tahap Analisi, guna mengetahui kondidi obyektif pengelolaan tekonologi informasi di pemerintah Kota
Surabayasaat saat ini sebagai titik tolak pembangunan.

2. Tahap Permodelan., guna merumuskan model system informasi yang akan dibangun sesuai dengan
kabutuhan di pemerintah kota Surabaya dalam 3 (Tiga) tahun mendatang.

3. Perencanaan Implementasi, guna merumuskan tahap-tahap pembangunan system informasi, jadwal dan
perkiraan anggaran.

Sedangkan Output dari Master Plan pengolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut
adalah.

1. Dapat dipergunakan untuk menyusun rencana perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pembanguan
Sistem Informasi.

2. Dapat menganalisa / mengestimasi besarnya biaya pembangunan Sistem TIK, perkiraan jumlah SDM
vang dibutuhkan, perangkat lunak dan perangkat keras beserta pendukung lainnya.

3. Terbentuk rancangan Infrastruktur Toknologi Informasi.

4. Terbentuk Sistem Informasi yang dapat digunakan untuk kepentingan Pimpinan Penyalanan Publik,
Sistem pelayan Publik, Sistem Keuangan. Sistem Pengelolaan SDN. Sistem Informasi Geografis
maupun Sistem Perkantoran Otomatis.

n

Terintegrasi dan terkoordinasinya pembangunan/pengembangan Sistem Informasi — Sistem Informasi
vang ada si lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Rincian kegiatan Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalah sebagai berikut :

1. Tahap analisis

Kegiatan yang dilakukan adalah menganalisa system yang ada, Prosedur — mekanisme kerja yang ada
saat ini dan vang di inginkan kedepan oleh unit kerja masing-masing. Pada tahap awal Tim Survey
mendatangi seluruh Dinas/Bagian/Badan/Kantor yang ada system informasi atau jaringan Komputer,
melakukan wawancara / diskusi / interview dengan 3 (tiga) level organisasi (Pimpinan Unit, Atasan
Operasional Sistem dan pelaksana Operasi Sistem). Hasil diskusi di catat dengan baik dan dimintakan
persetujuan kepada yang bersangkutan sebagai dokumen pendukung nantinya. Ari kegiatan ini dapat
diketahui permasalahan yang ada di Unit ini dan apa saya harapan mereka. Selanjutnya membuat
system Desain / Bagian lain yang ada dan mendesain Sistem Design yang di inginkan yang akan dating
(hasil kompromi antar pihak).
Untuk mengidentifikasi masalah yang ada bias dilakukan dengan :

a.  Mendeskripsikan masalah :

b.  Penyebab :

¢, Dan dampaknya .




Dari permasalahan yang ada akan ditemukan adanya kelemahan — kelemahan system. Survey dilakukan
baik pada tingkat low managemen, Midle managemen sampai (top managemen) setelah diadakan
validasi data.

Untuk analisis proses bisnis, kita mengambil satu sampel dari unit kerja yang ada di pemerintah Kota
Surabaya vaitu Kantor Kas.

L Permasalahan

a.  Deskripsi masalah ; pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran uang dilakukan ke
dalam Buku Kas secara manual.

b. Penyebab : belum tersedia system yang memungkinkan Kantor Kas mengakses database
pengeluaran SPMG dari sub bagian Perbendaharaan maupun penerimaan kas dari BKP.

¢.  Dampak : selalu dituntut adanya proses rekonsiliasi pembukuan antara kantor Kas dengan
sub bagian akuntansi dan sub dinas pembukuan dari Dinas Pendapatan.

= Harapan

a.  Deskripsi ; diharapkan bias dibangun system informasi yang terintegrasi dengan unit kerja
yang terkait.

b. Manfaat ; kegiatan manual bisa dikurangi dan konsistensi data terjamin.

= Solusi
Membangun system informasi kas yang terintegrasi dengan system dari unit-unit kerja lain
vang terkait.

Pemodelan Sistem

Pemodelan system terdiri dari pemodelan Data dan Aplikasi yang merupakan gambaran dari jalannya
suatau system informasi yang berjalan (manual maupun Sistem Komputer). Pemodelan Data ini
dilengkapi dengan siapa-siapa saja pelaku yang menjalankan Sistem Informasi tersebut, dilengkapi
Alur Data yang sudah terkomputerisasi (Entity Relationship Diagram / Data Flow Diagram).

Pemodelan system dapat digambarkan melalui use case diagram yang mewakili jumlah orang yang
terlihat langsung ke dalam system, siapa saja pelaku (actor) yang mengoperasikan system dan
perangkat keras vang dibutuhkan, sehingga di dapatkan perkiraan jumlah perangkat keras yang
sibutuhkan untuk menjalankan system. Selain itu juga akan didapatkan perkiraan fungsi-fungsi vang
harus disediakan di dalam system.

Pemodelan system mengambil sampel dari use case diagram unit kerja Kantor Kas :

Use Case Diagram

(e 2O

DPRD menjaring  Tim Penyusun Imput AKU

Asmara Anggaran APBD

O
a.  Menjaring ASMARA ; untuk mengatasi perubahan lingkungan, pemerintah melalui Tim Penyusun

Anggaran Eksekutif bersama DPRD melakukan penjaringan aspirasi masyarakat (ASMARA)
untuk mengindentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyakat . tunjuan penjaringan




ASMARA ini adalah untuk mengeksporasi data/informasi dari masyarat, mendeskripsikan aspirasi
masyarakat, dan memaparkan aspirasi masyarakat.

b.  Input ASMARA: semua aspirasi masyarakat yang didapat diinputkan ke data base ASMARA oleh
tim penyusun Anggaran Eksekutif.

c. Menyusun AKU APDB : Tim Penyusun Anggaran Eksekutif menyusun AKU APDB yang
merupakan rencana tahunan sebagai bagian dari rencana jangka menengah & panjang rencana
Strategis Daerah/Kota atau dokumen perencanaan lainnya.

d.  Input AKU APDB : materi AKU APBD (baik yang akan diajukan ke DPRD dan yang sudah
diseutujui dalam Nota Kesepakatan) diinputkan ke database AKU APBD oleh Tim Penyusun
Anggaran Eksekutif.

3. Perencanaan Implementasi

Berisi estimasi ukuran system. beban kerja. serta kebutuhan waktu. Dan biaya dari pembangunan

masing-masing system informasi yang diperlukan oleh unit kerja terkait yang telah dianalisis

kebutuhannya dalam tahab sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun estimasi ini adalah sebagai berikut :

a.  Menghitung ‘unadjusted function point’ menggunakan metode ‘function point analysis (FPA)" :
perhitungan disini digunakan untuk menentukan perkiraan tabel database jumlah file yang akan
dibuat, relasi antar database, field-field yang digunakan dan proses antar field-field.

b. Menentukan ‘value adjustment factor’ untuk mengakomodasi pengaruh karakteristik performance
system terhadap kompleksitas system secara keseluruhan ;

¢. Menhitung ‘adjusted function poin’ dengan memperhitungkan ‘value adjustment factor® :
perhitungan disini digunakan untuk mengetahui tingkat kerumitan dari system vang akan
dibangun.

d.  Menghitung estimasi jumlah ‘source line of code (SLOC)’ : yaitu menghitung perkiraan banyak
source code untuk procedur maupun function yang akan digunakan.

¢. Menghitung estimasi nilai “effort’ dalam ‘person-month’ : disini dapat ditentukan jumlah personil
yang akan dilibatkan dalam pembangunan system.

f.  Menghitung estimasi ‘time to-develop’ atau ‘estimated schedule’ dalam satman ‘month’ :
menyusun rencana perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan sistem.

g.  Menghitung estimasi biaya pembangunan dalam satuan rupiah.

Penghitungan nilai ‘effort” dan kebetulan waktu dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak “Cost
Modeling System’ versi 4.1 yang dibangun oleh East Tennessee State University Departement of Computer &
Informasi Sciences. Sedangkan penghitungan kebutuhkan biaya dilakukan dengan merinci komponen biaya
pembangunan perangkat lunak (dengan komponen-komponen penghitungan biaya kebutuhan personil berupa
jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan dikalikan dengan lama waktu pembangunan) dan perangkat pendukung
implementasinya (berupa jumlah server, PC, Perangkat Jaringan dan biaya Pelatihan). Estimasi ini diharapkan
dapat dijadikan acuan dalam merealisasi pembangunan sistem infornasi yang diperlukan di lingkungan
pemerintah Kota Surabaya baik dari segi penganggaran maupun perencanaan waktu perencanaan waktu
pelaksanaannya.

Contoh :
Biaya estimasi pembangunan system = komponen x quantity X rate per unit (SHSD)

Ket : SHAD (Standar Harga Satuan Dasar)

Komponen quantity rate- unit
SDM

Programer 5 Orang

2.000.000

Sistem Anlisis 3 Orang

3.000.000




Hardware

Server 2 unit
25.000.000

Workstation 10 unit
7.000.000
Instalasi Jaringan 10 titik
5.000.000

Software
Operating Jaringan 10 unit
1.000.000
Bhs Pemrograman 5 unit
3.000.000

Pelatihan
Sewa Ruang 7 Hari
250.000
Training Kit 20 Orang
75.000

Dst.....

Dengan demikian total biaya bias diperhitungkan besarnya.

Untuk penvusunan master plan ini tidaklah mudah, kendala yang paling berat adalah memberikan pengertian
kepada pihak terkait agar persepsi tentang ICT itu sama, sehingga pengajuan anggaran dari tingkat Panitia
Anggaran sampai di tingkat DPRD mendapat dukungan. Disamping Anggaran, tentunya kondisi Back Offiec
harus benar-benar siap dulu, apakah itu hardware, software, brainware, data/informasi, maupun sisdur/protap.

Catatan :
Unit Organisasi yang berperan sebagai coordinator Pengelolaan Teknologi Informas: dan Komunikasi di
lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE).
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